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Abstrak 
 

Permasalahan regulasi yang belum jelas akan berdampak pada efektifitas pengelolaan perikanan 
bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota wilayah pesisir pantai. Tujuan penelitian ini adlah untuk 
mengetahui kewenangan pengelolaan wilayah pesisir pantai dan untuk mengetahui peran Kota 
Madya Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan. Penelitian ini 
adalah penelitian hukum sosiologis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 1) wenangan 
Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan sumberdaya kelauatan dan perikanan 
dalam wilayah pesisir pantai Tanjungbalai adalah adalah terbatas dalam hal pemberdayaan nelayan 
kecil dalam daerah Kota Tanjungbalai, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) di wilayah Kota Tanjungbalai, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 
dalam 1 (satu) Daerah Kota Tanjungbalai, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di wilayah 
Kota Tanjungbalai; dan pengelolaan pembudidayaan ikan di wilayah Kota Tanjungbalai. Dasar 
kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai  
diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil; 2) Regulasi khusus pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai hingga saat ini 
belum dibentuk oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga 
pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan 3) Hambatan-
hambatan yang dihadapi Pemerintah daerah Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai 
Tanjungbalai adalah hambatan regulasi antara lain adanya konflik antara Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkait izin pengelolaan dan izin pengusahaan, konflik antara 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
WP3K Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK). 
 
Kata kunci: Pelaksanaan, Kewenangan, Pemerintah Kota Tanjungbalai Pengelolaan Perikanan, 
Pesisir Pantai  Tanjungbalai 
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1. PENDAHULUAN 
Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan harus dilakukan dengan baik, agar tidak berpengaruh terhadap 
keberlangsungan jumlah populasi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah pengelolaan 
ikan (Ramlan, dkk. 2019:108). Oleh karena itu pengelolaan perikanan harus melibatkan 
pemerintah daerah dengan baik dalam pengelolaan perikanan tersebut. Terkait dengan 
kewenangan pengelolaan wilayah laut dan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang 
mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.  

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang 
diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.  

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan 
Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 
Salah satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan. 

Implikasi pengelolaan wilayah laut dan perikanan dari berlakunya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah dengan diambilalihnya 
pengelolaan wilayah laut dan perikanan yang semula kewenangan pemerintah daerah 
Kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 

Namun dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan geografi kewenangan pemerintah 
daerah kabupaten/kota dalam mengelola wilayah laut dan perikanan tidak bisa dihilangkan 
begitu saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mencakup 
perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, 
monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera Utara adalah termasuk kedalam wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara. Kota 
Tanjungbalai memiliki potensi dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan 
dan pemasaran hasil perikanan serta industri perikanan.  

Melalui pengembangan usaha dan peningkatan produksi diupayakan potensi perikanan 
tersebut menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang 
besar sehingga kesejahteraan masyarakat perikanan dapat ditingkatkan. Produksi perikanan 
laut Kota Tanjungbalai Tahun 2016 mencapai 61.106 ton,sementara perikanan daratnya 
mencapai 58,30 ton dari perikanan budidaya dan 47,28 ton dari perikanan perairan umum. 
Tahun 2016 ini terdapat 174 perahu tanpa motor dan 1.086 kapal motor di Kota 
Tanjungbalai. 

Permasalahan regulasi dalam pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan antara 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan berdampak pada 
efektifitas pengelolaan perikanan termasuk terhadap Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai 
dalam mengelola perikanan wilayah pesisir pantainya. Beranjak dari uraian tersebut, maka 
perlu dilakukan suatu peneltian mendalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota 
Tanjungbalai dalam pengelolaan perikanan daerah psesisir pantai. 
 
2. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. 
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Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan 
cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data 
primer yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian ini juga bersifat deskriptif  yaitu 
bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok 
tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu 
gejala gejala lain dalam masyarakat. 

Sumber data yang diganakan dalam melakukan penelitian ini adalah terdiri dari: 
a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadist atau disebut pula 

sebagai data kewahyuan; QS. An-nisa (4):135 dan Hadist Bukhari 
b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (Dinas Perinakan Kota 

Tanjungbalai dan Dinas Perikana dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara).  
c. Data Sekunder yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, Keputusan Menteri KP Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tentang 
Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan 
Kawasan Perbatasan  

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang 
bahwan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan merger maupun 
tentang hukum perusahaan dan publikasi hasil-hasil penelitian; 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memrikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

Alat pengumpulan data adalah merupakan data yang diperoleh melalui metode 
wawancara di Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai dan Dinas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Sumatera Utara serta penelitian kepustakaan (library research) di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan lainnya secara langsung 
guna menghimpun data sekunder yang yang butuhkan dalam penelitian ini.  

Analisis data merupakan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa 
jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis 
data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dan 
teknik komparatif. 
a. Teknik deskriptif dilakukan dengan memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum 

atau kondisi hukum. Peristiwa hukum atau kondisi hukum dalam penelitian ini adalah 
aspek norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan sepanjang 
berkaitan dan relevan dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan daerah pesisir pantai 
Tanjungbalai Asahan 

b. Teknik komparatif adalah melakukan perbandingan terhadap beberapa peraturan 
perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan topik penelitian ini antara lain: 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 
tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan, Keputusan Menteri KP Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 
Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan 
Kawasan Perbatasan Teknin analisis komparatif sebagaimana dikelaskan oleh P.M. 
Hadjon & T.S Djatmiati uang menyatakan bahwa “dengan dialektik suatu argumentasi 
tidak monoton. Dalam dialektik suatu argumentasi diauji terutama dengan argumentasi 
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pro-kontra. proses dialektik dalam adu argumentasi menguji kekuatan nalar suatu 
argumentasi 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Mengelola Perikanan Wilayah 
Pesisir Pantai 

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengaturan perlindungan dan 
pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat masuk dalam pembagian urusan 
konkuren yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota. Perlindungan dan Pengelolaan wilayah pesisir termasuk dalam pembagian 
urusan di bidang kelautan dan perikanan yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 12 Ayat 
(3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi jelas kewenangan 
pemerintah daerah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. 
Mencermati pada lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Y 
tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa Provinsi mempunyai 
kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas 
bumi dan mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan 
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ada kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang 
laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.  

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebatas pemberdayaan nelayan kecil, 
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Penerbitan IUP di bidang 
pembudidayaan ikan yang usahanya masih dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. 
Sependapat dengan pandangan Dhiana Puspitawati yang menegaskan bahwa Pemerintah 
Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan yang jelas terkait dengan pengelolaan 
sumber daya pesisir. Oleh karena tidak ada pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah 
pesisir bagi Kabupaten/Kota sehingga menjadi tidak jelas peran pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam pengelolaan wilah pesisir.  

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa ada kewenangan 
pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 ditentukan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan dokumen 
final tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 
Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir di daerahnya. 
Lebih lanjut, yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah bahwa 
dalam hal melakukan pengelolaan wilayah pesisir aspek penting yang perlu diperhatikan 
adalah peran masyarakat pesisir dalam keterlibatannya untuk ikut serta di bidang 
perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.  

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat 
pesisir mendasarkan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal (nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat). Mengenai pengelolaan wilayah pesisir juga di atur dalam Peraturan 
Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan 
Perikanan ini, konteks perencanaan pengelolaan yang dimaksud yaitu rencana yang 
memuat susunan kebijakan, tatacara dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan 
dari berbagai lembaga atau instansi pemerintah terkait dengan kesepakatan penggunaan 
sumber daya alam atau kegiatan pembangunan di wilayah pesisir.  

Hal ini lebih ditekankan pada bagaimana pemerintah merencanakan untuk membuat 
kebijakan dan prosedur maupun kesepakatan dalam penggunaan sumber daya wilayah 
pesisir sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan 
Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, lebih menegaskan 
bahwa di dalam melakukan pengelolaan wilayah Pesisir, peran serta masyarakat pesisir 
memiliki arti penting.  

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 khususnya 
Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah 
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pesisir adalah kepedulian masyarakat dan keterlibatannya baik secara fisik atau non fisik, 
maupun langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri ataupun didasarkan 
pada pembinaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir. Adapun bentuk keikutsertaan 
masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan.  

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya memberikan bimbingan, pendidikan, 
pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir yang baik 
dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemberdayaan dan pembinaan ini adalah agar 
masyarakat pesisir memiliki kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan wilayah 
pesisir, untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir 
dengan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal untuk proses pembangunan bangsa khususnya 
pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.  

Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai dasar kewenangan untuk 
membentuk pengaturan hukum terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir 
berbasis masyarakat. Bentuk produk hukum yang tepat dalam pengaturan perlindungan dan 
pengelolaan wilayah pesisir berbasiskan masyarakat adalah peraturan Daerah (Perda). 
(Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2018: 169-172) 
Regulasi yang Dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Mengelola Perikanan 
Wilayah Pesisir Pantai 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Menteri 
Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 
Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar pengelolaan perikana 
wilayah pesisir pantai Tanjungbalai. 

Berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2016 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan pada wilayah 
pesisir Pantai Tanjungbalai Asahan adalah termasuk kedalam wilayah Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan III (Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara), yaitu sebagai berikut: 
Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan III (Pantai Timur) Sumatera Utara terdiri 
dari 12 kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, 
Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, 
Medan, Tebing Tinggi, dan Tanjungbalai, memiliki potensi sumber daya ikan yang besar. 
Tingkat pemanfaatan telah mencapai 345.470,2 Ton. Adapun potensi jenis ikan unggulan di 
Selat Malaka adalah jenis ikan kakap, kerapu, teri Medan, kembung, tenggiri, tembang, pari 
dan cakalang. Disamping itu, terdapat potensi pengembangan wisata bahari di Sumatera 
Utara yang merupakan tempat rekreasi dan menambah pendapatan daerah dari sektor 
wisata bahari.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 
2019-2039 menyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
(RZWP3K) adalah berfingsi sebagai instrumen kebijakan penataan ruang WP3K yang 
serasi, selaras dan seimbang dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan 
kab/kota. Wilayah pesisir Tanjungbalai Asahan dalam peraturan daerah tersebut di bagi 
dalam fungsi rencana termasuk kedalam zona Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 
Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039, yaitu sebagai berikut: 
a. Sebagai zona Pelabuhan tepatnya terletak di Kecamatan Tanjung Tiram; 
b. Sebagai zona Perikanan Tangkap meliputi  Perairan Kecamatann Silau Laut, Kecamatan 

Tanjungbalai, Kecamatan Sei Kepayang Timur, dan Kecamatan Kepayang dengan kode 
zona/sub zona KPU-PT/KPU-PT-P-06. Kemudian perairan Kecamatan Tanjungbalai, 
dengan kode zona/sub zona KPU-PT-15/KPU-PT-P-07; 
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c. Sebagai zona ikan pelagis dan demersal, yang meliputi Perairan Kecamatan Silau Laut 
dengan kode zona/sub zona KPU-PT-16/KPU-PT-PD-09; dan Kecamatab Sei Kepayang 
kode zona/sub zona KPU-PT-16/KPU-PT-PD-10, Perairan Kecamatan Tanjungbalai 
dengan kode zona/sub zona KPU-PT-16/KPU-PT-PD-11; 

d. Sebagai zona perikanan budidaya, yang meliputi Perairan Kecamatan Silau Laut, 
dengan kode zona/sub zona KPU-BD-06/KPU-BD-BL-06 dan Perairan Kecamatan 
Tanjungbalai dengan kode zona/sub zona KPU-BD-06/KPU-BD-BL-07; 

e. Sebagai zona pelayaran dan perlintasan nasional yang terdiri atas Tanjungbalai-Batam, 
dengan kode AL-AP-PN04; 

f. Sebagai zona pelayaran regional yang terdiri atas Tanjungbalai-Belawan dengan kode 
AL-AP-PR-03; 
Pengawasan dan/atau pengeldalian terhadap pelaksanakan Rencana Zonasi Wilayah 

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039, dilakukan oleh 
Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang wilayah pesisir 
pantai Tanjungbalai Asahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut 
dilakukan oleh Guberrnur Sumatera Utara.  

Terhadap pembinaan dan pengembangan usaha perikanan di wilayah kota 
Tanjungbalai telah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai  Nomor 6 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, pengelolaan 
perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan 
Kota Tanjungbalai Tipe B (Dinas Tipe B adalah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan 
pemerintahan dengan beban kerja yang sedang) yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perikanan dan kelautan. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah kewenangan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah 
pesisir pantai Tanjungbalai Asahan dan/atau wilayah perairan adalah hanya sepanjang 
pengelolaan Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan 
pembudidayaan ikan. Pengelolaan Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan 
Pengelolaan pembudidayaan ikan di Tanjungbalai dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik 
Daerah “Aneka Usaha Kulao Kota Tanjungbalai” berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah 
Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Kualo 
Kota Tanjungbalai. 

Badan Usaha Milik Daerah “Aneka Usaha Kulao Kota Tanjungbalai” adalah perusahaan 
daerah yang bergerak di Bidang kepelabuhan, Bidang transportasi, Bidang Perindustrian,  
Bidang Perikanan, Bidang Bidang Perumahan, Bidang Pertambangan, Bidang Kelistrikan, 
Bidang Pariwisata, Bidang Kawasan Industri, dan Bidang Investasi (Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2015). Dibidang perikanan Perusahaan Umum 
Aneka Kualo Kota Tanjungbalai melakukan industri menengah bidang pengolahan hasil 
perikanan dan perkebunan di Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung. 
Pengelolaan perikanan darat diarahkan di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi, Pantai 
Johor, Pahang dan Pasar Baru - Pembibitan benih ikan (lele, nila, gurame, mas dan udang 
galah) di Kelurahan Sijambi dan Kapias Pulau Buaya. 

Konstribusi pengelolaan perikanan diwilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan, 
merupakan penyumbang ketiga setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai. 

Perkembangan produksi ikan menurut asal tangkapan di Kota Tanjungbalai sepanjang 
tahun 2011 s/d 2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya tak lepas dari bantuan pembinaan 
yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjugbalai, baik dalam bentuk pembinaan kelompok 
masyarakat pesisir, pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan serta bantuan alat 
tangkap kepada nelayan. (Hasil wawancara dengan Juli Setiawan, Pegwai Dinas Perikanan 
Kota Madya Tanjung Balai, pada tanggal 13 September 2019) 

Perusahaan Umum Aneka Kualo Kota Tanjungbalai melakukan pembinaan terhadap 
nelayan dan juga menerapkan program asuransi bagi nelayan. (Hasil wawancara dengan 
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Juli Setiawan, Pegwai Dinas Perikanan Kota Madya Tanjung Balai, pada tanggal 13 
September 2019). Berdasarkan data yang diperoleh pembinaan terhadap nelayan yang 
dilakukan oleh Perusahaan Aneka Kualo Kota Tangjungbalai berjumlah 30 kelompok 
nelayan. 

Bidang kepelabuhan Perusahaan Daerah Aneka Kualo Kota Tanjungbalai mengelolan 
Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai-Asahan berdasarkan perjanjian kerjasama 
Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dengan PT. Pelindo I pada tanggal 14 Desember 
2018. (Hasil wawancara dengan Juli Setiawan, Pegwai Dinas Perikanan Kota Madya 
Tanjung Balai, pada tanggal 13 September 2019). Kegiatan perdagangan ekspor impor di 
Kota Tanjungbalai terjadi melalui pelabuhan Teluk Nibung, tempat perantaraan barang dari 
luar negeri terutama Malaysia. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor 
bersih perdagangan di Kota Tanjungbalai selama kurun waktu tahun 2011-2015. 

Kewenangan dan peran pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan 
wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan adalah sebatan pengelolaan hasil budidaya 
ikan, hasil penjualan ikan, pembinaan kelompok nelayan dan pengelolaan pelabuhan Teluk 
Nibung Tanjungbalai-Asahan berdasarkan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kota 
Tanjungbalai dengan PT. Pelindo I pada tanggal 14 Desember 2018. Keterbatasan peran 
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai adalah 
konsekuensi hukum dari pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pengelolaan wilayah laut dan perairan kepada 
pemerintah daerah provinsi. 
Hambatan dan Tantangan yang Dialami Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam 
Mengelola Perikanan Wilayah Pesisir Pantai 

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur pemberian 
kewenangan pengelolaan wilayah pesisr kepada pemerintah daerah provinsi, sedangkan 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh 
gubernur maupun bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sejauh mana 
kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam pengelolaan wilayah 
pesisir ini pada UU Pemda tidak dijelaskan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Berdasarkan data diperoleh dari Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai tersebut diketahui 
bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
diundangkan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mendelegasikan tugas 
pembantuan terhadap Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan perairan pesisi 
Tanjungbalai Asahan  hanya pada tahun 2015 sebagaimana kewenangan yang disebutkan 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Akibat dari permasalahan regulasi serta ditariknya kewenangan pengelolaan perikana 
wilayah laut kepada pemerintah daerah provinsi menyebabkan Pemerintah Daerah 
Tanjungbalai mengalami penurunan pendapatan daerah dari sektor perikanan. Oleh karena 
itu pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai berapa pada Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah hanya melakukan pengelolaan 
perikanan di wilayah pesisir pantai Tanjungbalai sepnejnag yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yaitu melakukan budidaya perikanan dan pemberdayaan nelayan. (Hasil wawancara dengan 
Juli Setiawan, Pegwai Dinas Perikanan Kota Madya Tanjungbalai, pada tanggal 13 
September 2019) 
 
4. KESIMPULAN 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan sumberdaya 
kelauatan dan perikanan dalam wilayah pesisir pantai Tanjungbalai lebih didasarkan pada 
Pasal 25 A dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 
terbatas dalam hal pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kota Tanjungbalai, 
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pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kota 
Tanjungbalai, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) 
Daerah Kota Tanjungbalai, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di wilayah Kota 
Tanjungbalai; dan pengelolaan pembudidayaan ikan di wilayah Kota Tanjungbalai 

Regulasi khusus pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai 
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2015 tentang 
Perusahaan Umum Daerah Aneka Kualo Kota Tanjungbalai dengan melakukan industri 
mengengan bidang pengelolaan hasil perikanan di Kecamatan Sei Tualang Raso dan 
Kecamatan Teluk Nibung serta menlakukan pembinaan kelompok masyarakat pesisir dalam 
membinan dan memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan serta bantuan alat 
tangkap kepada nelayan; 

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah daerah Tanjungbalai dalam 
pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai adalah ditariknya kewenangan pengelolaan 
perikana wilayah laut kepada pemerintah daerah provinsi menyebabkan Pemerintah Daerah 
Tanjungbalai mengalami penurunan pendapatan daerah dari sektor perikanan. Oleh karena 
itu pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai berapa pada Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah hanya melakukan pengelolaan 
perikanan di wilayah pesisir pantai Tanjungbalai sepnejnag yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yaitu melakukan budidaya perikanan dan pemberdayaan nelayan 
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